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SU untuk memperjuangkan keadilan
dan kesetaraan dalam konteks ke-
cotaraan antara laki-laki dan perem-
}mlﬂ kian nvaring terdengar dan di-
orbincangkan. Isu  jender yang
1hhu akhir ini menjadi sorotan di ber-
hagal media telah menjadi wacana pub-
ik vang menarik keterlibatan masya-
~kat luas. Hal inl tidak hanya terbatas
pada mas: Jah kesetaraan kaum perem-
puan, tetapi juga menyangkut upaya
perubahan sosial politik dan budaya ma-
syarakat Indonesia secara umum.
ada hakikatnva, feminisme merupa-
kan ideologl pvmlmbdsan perempuan
Larena dalam pendekatannya ia memi-
lik1 kevakinan bahwa perempuan meng-
alami ketidakadilan karena faktor jenis
kelamin. Lantas timbul berbagai aliran
dalam feminisme dan menawarkan ber-
bagal analisis mengenal penyebab, pe-
laku. dan penindasan perempuan.

N Indonesia gerakan feminisme ber-
adaptas: sesual dengan konteks sosial
budava dan sistem nilal yang berlaku,
para pengglat gerakan kaum perempuan

ebih imknnwntmnl pada upaya komit-
men dan peran kodrati perempuan da-

jung hukum dan pemerintahan itu de-
ngan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat
(1) UUD 1945); Berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bag: ke-
manusiaan (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945);
Mempunyar kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD
1945); Dyamin kebebasan untuk me-
meluk agama masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan ke-
percayaannya itu (Pasal 29 UUD 1945);
dan berhak dan wajib ikut serta dalam
usgifa;: pembelaan negara (Pasal 30 UUD
1945).

Dalam perkembangannya, upaya
mendobrak sistem patriarki secara lebih
tegas dimulai tahun 1983. Hal ini ter-
cermin dalam GBHN yang menyebut-
kan, perempuan mempunyai hak, ke-
wajiban, dan kesempatan sama dengan
pria untuk ikut serta dalam segala ke-
giatan pembangunan. Keseriusan peme-
rintah akan pentingnya kedudukan ka-
um perempuan diwujudkan dengan di-
sahkanya UU Nomor 7 Tahun 1984 ten-
tang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskrimi-
nasi terhadap Wanita (Convention On
The Elimination of All
Forms of Discrimina-

el
mmgakariknkmwduﬁ Bila tidak ada

keberanian kaum perempuan untuk
mendobrak, kapan lagi?

LR R
MENGACU pada peraturan perun-
dangan di atas, perlindungan dan peng-

MPR, maupun undang—undang ini ber-
arti sudah mempunyai kepastian hukum
dan secara teoritis telah diterima seluruh

lapisan masyarakat, tanpa embel-embel
laki-laki

maupun perempuan. Kemu-
dian bila dihadapkan pada implemen-

peremp
marjinalkan bahkan kesempatan ma-
upun peluang dihambat dan dijegal de-

ngan segala macam argumentasi.
Agar tidak terjadi Gerhana dan me-
mang Politik bukan Ger-

hana (Kompas, 12 dan 19 Januari 2004),

penggiat gerakan kaum perempuan di
Indonesia sebaiknya back to nature da-

lam arti lebih giat menyosialisasikan
undang-undang vang telah ada karena

lam memperkuat institusi keluarga.
Ketika Indonesia tak dapat memben-

dung transformasi budaya, kesempatan

bagi wanita untuk bekerja di berbagai

tion Against Women).
Pasal 1 UU Nomor 7

tahun 1984 menyebut-

kan istilah "diskrimi-

bidang pekerjaan serta mengenyam pen- nasi terhadap wanita” tiglak semua vang k:amalzl{la_ kamrﬁe pe:
didikan tinggl semakin terbuka. Ditam- berarti setiap perbeda- rempuan maupun kaum laki meng

erti dan memahami. Jadi, harap dimak-
lumi untuk sementara, bilamana masih
banyak kebijakan-kebijakan yang ada
keberpihakannya terhadap kaum pe-
rempuan masih kurang, dan ini me-

bah semakin banyak kaum perempuan
vang berkualitas merupakan pemicu ge-
akan kaum perempuan lebih berani
H*.‘.:ll‘h mengekspresikan din.
Di tengah gencarnya gerakan kaum
perempuan menyuarakan hak kaum pe-

an, pengucilan atau
pembatasan yang di-
buat atas dasar jenis
kKelamin, yang mempu-

nyal pengaruh atau tu-
juan untuk mengu-

empuan, sungguh mengejutkan hasil rangi atau menghapus- A
Jejak I"vmiupa;? Kompas, "Perempuan Kkan pengakuan, penik- um per:mpuan harus terus mpa
dalam Kerangkeng Kultural” (Kompas, matan atau pengguna- vakan agar semakin banyak pe-

rempuan vang berkualitas terlibat dan
dilibatkan dalam proses pengambilan
kebijakan publik sehingga kepenting-
an-kepentingan kaum perempuan dapat
terakomodasi. Kita semua berharap agar
kehidupan antara lelaki dan perempuan
e, g ot b do it S
dari status perkawinan mana kinerja i,
mereka, atas dasar per- Karena Tuhan telah mempersiapkan la-

h-lak:danpermpmnunmkujmh

an hak-hak asasi ma-
nusia dan kebebasan
pokok di bidang poli-
tik, ekonomi, sosial,
budaya, sipil atau apa
pun lainnya oleh kaum

22/1272003) menyimpulkan, 60 persen
:r:ug*-undr.‘n menilal Kaum perempuan
npunval peran ideal di keluarga, ha-

nva 34 persen responden lebih memilih
dan mengharuskan kaum perempuan
aktif bekerja. Pandangan tersebut tidak
hanva diberikan responden laki-laki (67
persen), 53 persen responden perempuan
pun lebih menganjurkan perempuan un-

tuk s n kK dengan soal rumah tangga. samaan antara pna

\Melthat kenvataan demikian, timbul dan perempuan. . kihldupan sebagai insan,
pertanvaan mengapa di era reformasi UU Nomor 39 Tahun Jadikan Edm: hﬂaNui p‘ bwulwnAlioHn
vang memberi peluang dan kesempatan 1999 tentang Hak g FH-UT
vang Lhu dan tentunva tanpa mem- Azasi Manusia, hak ka- Mi:dmmlum. jana

'.‘:.“k‘;.i‘:'i..lt‘. jenis kelamin antara laki-laki
an perempuan, memperoleh hasil jejak
pendapat vang demikian. Mencermati
hasil jejak pendapat tersebut tercermin

bahwa keberanian kaum perempuan un-

tuk beraktualisasi dan mengekspresikan
din di wilavah publik jauh di luar du-
gaan dan sungguh menyedihkan.

Sistem nilal dan budaya berkontribusi

***** hadap langgengnya patriarki yang te-
melekat dari generasi ke generasi,
vang menyubordinatkan perempuan di
bawah supenoritas laki-laki. Perempuan
masih diposisikan sebagai kelompok le-
.-._1‘_ dan perlu diajari, dibimbing, dan

amankan. Semua itu menjadi pem-

\aran perempuan tidak bisa berperan

' ruang publik, diharuskan tinggal di
~umah demi keamanannya, dan berkon-
sentrasi di wilayah domestik.

\ftmuut UUD 1945, dinyatakan kaum
;*x*:wnpl.tan sebagal warga negara mem-
bpunval hak dan l:ewa]iban yang sama

de TIgAan kaum 1tu:

~ Persamaan % dalam hukum

ien pemerintahan dan wajib menjun-

um perempuan dican-
tumkan khusus dalam
Pasal 45 sampail de-
ngan Pasal 51. Perem-
puan sebagai manusia
mempunyai hak asas-
Inya, namun perempu-
an sebagal perempuan
juga mempunyal

hak-haknya di sam-
ping hak asasinya. Ini
vang perlu disosialisa-

sikan sehingga kaum
perempuan
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